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BT'PATI TAITA T{,RA4'A
PRO\III{SI SULAWESI SELATAN

PERATURAIT BUPATI TAITA T()RA'A
ITOUOR 41 TAIITIIT 2017

TENMAITG

KODT ETIK PIGAWAI ITEGERI SIPIL
DI LII{GKI,ITGAIT PFT/IFPIInIAII TABI,PATEIT TAITA ToRA,A

DET{GAIT RAHTIAT TUIIAIT YAITG MAIIA ESA

BUPATI TA![A TORAIA,

Mengingat

a. bahwa untuk meLaksalalan ketentuan pasa.l 13 avat(1) huruf a, peraturan pemerintah n.-* +Z 
'iat',r?

2004 tentang pembinaan Jiwa Korps jr" t O"*OIi.
leeawSr_ Negeri Sipil, pe.lu menetpkan F;;;";
:lp:u..ra-I." 

-l.oraja rcntang Kode Etik pegawaj Necerirrpu. dr Lmgkungan pemerintah Kabupaten Ta-natTor4ja;
b !_a}lw.a _berdasarkan pertimbangan sebagaimarraounaksud datam huruf a dan huruf bl oerlumenetapkan peraturan Bupad tenhng K;"'Eu;P_egawai Negeri Sipit di uingkung# pl_".lrri.ii

Kabupaten Tana Toraii;

1. Undang-Urdang Nomor 29 Tahun 1959 tentano rP_embentukan Daerah daerai fL lf - 
ai-Suf"ri."? /(Lembaran Negara Republik tndonesla T"h;r-:;;;/_Nomor 74, Tambarran lrmbaran N.g-; i;p;;;fIndonesia Nomor 1g221:

2. Undang-Undang Nomor 2g Tahun 1999 tentansPenyelenggaraar Negara yang g".",1, - dL 
*i;"3

Korupsi, Kolusi dan ilepotiime- tU.mU*a"- ll.glii
Ieeyblik Indonesia t hun 1999 Nomor 7qTambahan Lembarar rvegara nepu bUk l;."":i;Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 
- 
Tahun 2Ol4 tentangApal.atur Sipil Neqara ll_er

r.,ao.,."," -'i"i,r""-ioi+*-iffi, ^::*iffiHII
, fTb*^I_ Nggara Repubtik rndon.si^ No*o.!?sii'*'+. unoang_Undang Nomor 23_ Tahun 2014 tentangPemerintahan Daeral (Lemoaran Negara ReDublikIndonesia Tahun 2014 N";"; ,;?:-T;[#;;Lmbaran Negara Republik Indonesia f,lo-".- *nli

seDagarmana rclah diubah beberapa kafi, tera-khi;dengan Undarg-Undang Nomor S r"irr" zois i.r;#",perubahan Kedua ata-s u"d*i_u"l;;"*;",j;15
Tahun 2014 tentang pemerintafr"" O".."8 il;;;;Negara Republik lndonesia T;;; rdi;'N#;:s6'ib

1

-- I"

Menimbang



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Talun 2OO4 tentang
lgTlT".1 Jiwa Korps dan Kode Etik pegawai ttegei
91pji. (t mbann Negara Republik lnaori.si, iJ'un
2004- Nomor I42, Tambahan Lembaran Wegara
Republik Indonesia Nomor 4450);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20tO tentane
lisiplin. Pegawai Negeri Sipil (f_.mUar"r, ftegari
t<epublik lndonesia Tahun 2010 Nomor Z+, TambJaa
l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor Slib;--'Peraturan Pemerintah Nomor Ig Tahun 2O16 tentars
IeTang$t _Daerah {t€mbarar t.gao niprUfiirndonesia Tahun 2016 Nomor i i+, fami:afran
Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 5gg7l:Peratural Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentanc
Y*uj9p:" . 

Pegawai Negeri Sipil lr,emUaran llesari
Republrk Indonesia Tahun 2O17 Nomor 63, fambihanIembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Oli
Nomor 6037);
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Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 20 16 tentangPembentukan dan Suaunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja (L€mbaran Daerah Kabu
Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 1O);

MEMUTUSI(AN

Menetapkan PERATURAI{ BI'PATI TE TAIIG KODE TII(PECAWAI ITEGERI SFIL DI UrOrUrrCErr
PEUERIITTAII XABI'PATEIT TAITA TT'RA.'A

xenerifiJuuuu
Pa3at 1

Dalam Peraturan_ Bupati ini yang dimaksud dengan :

] P*.*f adalah Kabupaten Tarra Toraja.2. Pemerintah Daerah adalah Bupati. iana Toraja s€bagai unsur penyelenggara
Pemerintahan- Daerah yang mgmimpin p.t L"*aai urusan pemerintahal
yang menjadi kewenangan daerah otonom.3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.4. Organisasi Perangkat Daerah yang sel,anjutnya disingkat OpD adalahperangkat daerah yeng terdiri ate8 ,.r.u. 

"t"f, 
u.,eu. pehlarran adminiskasidan pemberian dukungar terhadap tugas dan fu"gsi bfnb Kabupaten Tana'fo.a-i1, unsur pel,aksaaa 

_ urusan- pemerintihan, unsur pengawaspenyelenggara pemerintaian daerah, unsur penunjang'urusan pemerintahan
dan kecamatan.

t 
l-",*:::,^r:.r^": Ill l*,*. selsnjutnya disingkat pNS adarah warsa nesararnoonesra yang memenuhi syarat tertentu. diangkat setagai eegiwai "aStt
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian -untut _*a"a,iti j.U.t"Irpemerintahan.

(-.

6 Kode Etik l{-S -adalah 
pedomar: sikap, perilaku, perbuatan, tutisan danucapan b^8l PNS di Lingkungan pemerintah faU"pit." iana Toraia dalammelaksanakan tgas pokok dan fungsi serta perga;lJ;tdrj;.;;-b"; 

6"

.''il
2

6.

9.



7. Majelis Kode Etik adalah tim yang bersifat ad hoc bertugas metakukan
!9eg+a" pelaksaaan aan meyelesaitan pelanggara.n Kod; Etik oleh pNS di

_ Lingkungan pemerintah Kabupaten tana,iorqjal8 Tertapor adalah pNS yang diduga metakutan ietanggaran Kode Etik.:r. rerapor adalah seorrng karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan

f11:jTgTlyllAST l*". memberita.l.uriarl kepaJa pejabat yang
, ^ B:a:iaql::tang telah atau s€dang adanya peristiwa pilanggaran roae btikl,".::lC:l" -iljrl seorang yang memberitahukan aisenat peririntaan kepaaa

!:l1o^. yu"-C. 9"y-"_""rrg untuk menindak pNS yang telah melakukanpetalggaran Kode Etik.
11. Saksi adalah seoralg yang dapat memberikan keterangan guna kepentinganpemeriksaan tentang suatu peianggaran Kode Etjk y""i i^ t""gr, 

"""airillulihat sendiri dan a.lami sendin.
12. l"aporan adalah pemberitahuan aecara ,tertulis yang disampaikan kepadaPejabat yarg berwenang tentang sedang dan / terair-ii4a-aip"i-gg*ro id"Etik.
13. Pengaduan ldalah pemberitahuan aecara lisan dantertulia ya.ng discrtaipermintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang b-erwenan!untuk dilakukan pemeriksaan terladap-pNS yang diduga telah melakuka.i

pelanggaran Kode Etik.
l+.ielanfaran aaafJ -seg"l" 

bentuk ucapan, tulisar atau perbuatanTperiUf<u /
. _ IryS yarg bertentangan dengan butir-butir jiwa korps pNS dan kode ;r;i. -- - / .ls.Pejabat yang berwenang adalah pejabat plmbina'Kepegawaian i:alirr.11"A"rl/

yang berwenalg menghukum atau pejabat lain yang diiu-njuk.

BAB U
RUATG LIICGKI'P

Prral 2

Maksud ditetapkan Peraturar Bupati
berperilaku/ Kode Etik bagi pNS.

ini adalah sebagai pedoman dalam

Pa3al 4

Kode Etik PNS bertujuan untuk:
a. mendorong dalam pelaksaraan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
b. meningkatkan disiplin datam pelaksaaaan tugas kedinasan;c, menjamin kelancara-n dalam pelel<sqpaan tugas dan selalu menjaga suasana

keda yang kondusif dan harmonis; ,zp

3

Ruarg Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari :

a. Maksud dan tujuan;
b. Nilai-nilai dasar bagi PNS;
c. Kode Etik PNS;
d. Majelis Kode Etik;
e. Hak dan Kewajiban Terlapror, Pel,apor/pengadu, dan Salsi;f. Sanksi;
g. Keputusan Majelis Kode Etik;
h. Pengendalian dan Pengawasal;
i. Pembiayaan;
j. Kelengkapan Administrasi Penegakan Kode Etik.

BAB III
UAXEII'D DAIT TUJUAIT

P.r8l 3
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d. meningkatkan kualitas kerja dan peritaku yang profesional;e. meningkatkan citra dan kinerja pNS.

rrLAr-lELATTisTR BAcr pns
Prr.l 5

lNs,-h:r"" menjunjurg tinggi nilai_nilai dasar sebagai berikut :r. Ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.2. Kesetiaan dar ketaatan keoadi' pancasita dan Undang-Undang Dasar 1945.3. Semangat nasionalisme,
4. Mengulamakan kepentingan Negara, diatas kepentingan pribadi, ataugotongan.

I Setaatan terhadap hukum dan ketentuar.peraturan perundang_undangan.6. Penghormatan terhadap hak asaal manusla_7. Tida.k diskriminatif_
8, Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.9. Semangat jiwa korps.
10. Memelihara dar menjunjung tinggi standar etika yans luhur.r r. Mempertanggungjawabkan tindeka-n dan kinerjanya fepada publik.
12. Memiliki kemampuar dalam meLaksanrt"" ' GUii.t"" dan programpemerintah.

Pa38l 7

1*:_--?.!U dalam bemegara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf ametrputr:
a. melaksaaakan sepenuhnya palcasila dan Undang_Undang_Dasar 1945;b. mengargkat harkat dan martabat bangsa d"rr ;"g-*;;---. -c. menjadi perekat dan Demeraatu U""lg* arf""i-X"g"o Kesatuan RepublikIndonesia;

Tenaat] TIIlua peraturan p€rundalg_undang dalam melaksanakan tugas;akuntabel dalam melaksanalsn tug.s pe.r!"t".rgg"raro p.a..lrrrafran y"rgbersih dan berwibawa;
menjauhi perbuatan yanS mendorcng/mengarah pada praktek KKN;@

13. Memberikar layanan keDada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat,
_ akurat, berdaya guna, berlasil guna, da.rl santui. " --*
14. Mengutamakan kepemimpinan ierkualitas tinggi.
I : IllenCharCai.komunikasi, konsultasi, dan kerja?ma.
Io. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kineria pegawai. ,r /. Menoorong kesetaraan dalam pekedaal, dan I
18. Meningkatlan efektivitas sijtem 

-pe-erirrtat 
an yang de t

perargkat syotem karier. 
,vtc. pemerlnlahan yang demokratis seaaau/7

BAB V
KODE RTIN PI{S

PasI 6

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dar kehidupan sehari_hari setiap pNS wajibbersikap dan berpedoman pada Kode Etik dalam;
a. bernegara;
b. berorganisasi;
c. bermasyarakat;
d. diri sendiri;
e. sesama PNS.

d
e

f.
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g. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan
_ setiap kebijakar da.Ir program pemerintah;
h. menggunakar atau memajrfaatkar semua sumber daya Negara secara elisiendan efelrtif; dan
i. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yarg tidak benar.

Pacal 8

Kode Etik dalam berorgalisasi sebagaimala dimaksud dalam pasal 6 huruf bmeliputi:
a.

b.

c.
d.
e.

f.

6.

h.
i.

j.
k.
l.

m.

menjunjung tinggi institusi dan menempatlan kepentingan organisasi di ataskepentingan pribadi atau golongar;
menJuJung tinggi kehormatan institusi dalam pelaksanaan tugas kedinaaanmaupun di luar kedinasan;
melal<salakaa tugas dan wewenang aeauai p€raturan perundang-undargan;
melaksanat<an seriap kebijalran yarl--g ait"t"it .r, ;t.h ;"6;;;;9 berwenang;berta,ggung jawab atas pel,aksanaan tugas dan p".i"t"i, 

"a"""ar 
o"rrgr' tat"cara dan peraturar yang berlaku;

tidak -menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia
!1j- 9."" sifat maupun perintahnya f."paa" o.arg" iai? sesuai dengarperaturar perundang_undansan.
menunjukkan 

"il*p- f."p""iiirlnan melalui keteladanan, ketulusan dankewibawaan dalam pelakianaan tugas untuk tuiuan orsanisrsi: ,membangun eros ketja untuk m""iigt 
"tt "r, 

k#;;,-;";;;;:,' /
X5ffiT^.Xil8il:r;*11ftrT,H*1;;""" ';"" Ie4a tai., va,.g terkay'
memtlkr kompetensi dalam pelaksaraan tugas;patuh dan taat terhadap standar operasional dan tara keria:mengembangkan pemikiran secara kreatii a."-,""i,.irr dahm mngkapeningkatan kinela organisasi: dan
berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Paral 9

Kode Etik dalam bermasvarakat sebagaimala dimaksud dalam pasal 6 huruf cmeliputi:
a. mewujudkan pola hidup sederhara;b. memberikan pelayaral dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih,serta tanpa unsur pemaksaan;
c Telnlelkar pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidakdiskriminatif;
d. 

!:l:ikap. t:rqr.i<a dar responaif terhadap kritik, saran, ketuhan, Iaporar sertapendapat dari 1ingkungan masyara.kat;e. berperan a-kif dalam kegi;tan sosial masyaralat untuk kepentinganmasyarakat umum;
f. menunjukal sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupaabermasyarakau dang. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalammelaksanakan tugas.

Pasal 1O

Ko9: Efk terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud datam pasal 6 huruf dmeliputi:
a. jujur terhadap diri sendid:
b. terbuka sefta tida.t< memberikan informasi ya:rg tidak benar:c. bertinda_k dengan penuh kesungS"t r" J- f.",'"fr""";/['



d.
e. l.j_C.ll3:" konllik kepentingan pribadi, kelompok,maupun gotongan;

Dennrsratr, untuk meningkatkan kualitas pengetahuJ, kimampuan,ketera-rnpilan, dall sikap;
memiliki daya juang yang tingg;
memelihara kesehatar jasmani dan rohani;
menjaga keutuhaa dan keharmonisan keluarga;
berpenampilan sederhana, rapih, dan 

"op*; 
-d".,

f.

h
i.

Pasal 1l
Kode Etik terhadap sesama pNS sebagaimana dimalsud dalam pasal 6 huruf emeliputi:
a.

b.
c.

d.
e.
t
g-
h.

T:"Ch"r-gI dan menjujung tinggi toleransi antar sesama, suku dan umatberagama/kepercayaan;
memelihara rasa persatuan daIr kesatuan sesama PNS;saling menghormati antara teman sejawat baik secarahorisontal dal,am suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;menghargai perbedaan pendapat;

vertikal maupun

yang

menjunjung tinggi harkat dan martabat pNS
menjunjung tinggi kesetaraan gender;
rr]enJaga dan menjalin keqa sama yalrg kooperatif sesama PNS; danberhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesiamenjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua pNS
mempequangkan hak-haknya

ua;pu3f#eemr
Pacal 12

(1) Untuk menegakkan Kode E1ik, pemerintah Kabupaten memb€ntuk Majelis
,^, 5:g".Etik Kabupaten yang ditetapksn 

"1"1, 
Br;;;.-'-'-" "'

(2) Untuk menega-kkan Kode Etik di tingkat peiangkat Daerah dapat dibentukMajelis Kode Etik.
(3) pembentukan Maielis Kode -Etik seb,gaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan oleh Kepala perangkat D.".J;;;;;;:;;;;. "-'

Pasaf 13

(1) K€aneggolaar Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat
a. I (satu) orarg Ketua merangkap Anggota;
D. r (satu, orarg Sekretaris merangkap Anggota; dan

,^, : :"b"ly1k:ebanyaknya 3 (tiga) o-rang anlota
{2) Ddam hal Anggota Maielis Kode 

-eti[ 
seUigaimaaa dimaksud pada ayat (l)berjumlah sebanyak-ba'rvahlya s (limal ;"c ;;;l;;; j*i,"r, e",,jir.(3) Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada avat (l) terdiri dariAtas.n t anssuns, unsur Kepega-wairr, u;;;;;;s;;;:ai, aan eelauat rainyang ditujuk.

(4) Jabatan dar/atau pangkat Anggota Majeiis Kode Etik sebagaimana dimaksudpada ayat (l), tidak boleh leb - 
rendai d; j;;"; j"I*"rrr*u., pNS yans

9io:lt* .yang disangka meraaggar K;; - i,tj..; j&_laarmya 
pangr.atdan/ahu jabatannya sarur dengai-ells yang af n""f.""".@

6
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Pasal 14

Majelis Kode Etik wqjib menyampaikan keputusar hasil sidang majelis Kode Etik
kepada pejabat yang berwena.ng sebagai bahan daiam membei-ikan salksi moraldan/atau sanksi administratif kepada pNS yang melanggar Kode Etiksebagaimana dimalsud daLam pasal 13 ayat (2).

Paral 15

Majelis Kode Etik mempunyai tugas:a. melakukan persidangan dan rnenetapkarl jenis pelanggaran Kode Etik;b. membuat .rekomendasi pemberian Lnts"l moiat Jff-tfrra"f.". administratif
Kepaoa peJabat yang berwenang; danc. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada pejabat yangberwenang.

Paral 16

Majelis Kode Etik dalam melaksarakan tugas berwenanq untuk:
I *:1T-g_p"gawai. untuk didengar keleranganny" 

"?U"gai 
iurr"por;o. menghadrrkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentinganpemeriksaan;

c. mengajukan pertanyaar secara langsung kepada Terlapor dair Saksi mengenai
:9.slat]r yang diperlukan da.rl berkaitan dingal dugaan pef"rrgg"rar, 'ya.rg
dilakukan oleh terlapor;

d m€mutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti merakukanperanggaran;
e. memutuska,/menetapkar sanksi jika terlapor terbukri merakuka,pelanggara-n Kode Etik; danf. merekomendasikan sanksi moral darl tindakan administratif.

PaEal 17

(1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban:
a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untukmempersiapkal pelaksanaan siding dingan mempelajari dan meneberkas laporan/ pengaduar pelanggaran Kode Etik;
b. menentukan jadwal sidang;
c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
d. memimpin jalannya sidang;
e. menjelaskan alasan dan tujuan persidargan;I mempertimbangkan saran, pendapat Ua]t iari anggota Majelis Kode Etikmaupun Salsi untuk merumuskan putusan sidansi
g, menandatangani putusan sidang;
h. membacakan putusan sidang;

._. 1. drjl menardatangani berita acara sidang.
(2) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajibani

a, menyiapka:r admini strasi persidangaa;
b. m€mbuat dan mengrrimkan surat panggilan kepada terlapor;
c. perapor/pengadu dar/atau saksi yang diperlukan;
(r. menyusun benta acara sidang;
e. menlapkan konsep putusan iidalg;I menyampaikan suat putusan sidaig kepada Terlaoor:
g. membuat dan mengirimkan laporan hasil siding^ kepada atasan terlapor;dan
h. menandatangan i beita acara sidane. 1fu.
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(3) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban:
a' mengajukan perta::vaan kepada Terlapor, saksi untuk kepentingan sidang;b. mengajukan saran keDada Ketua Majelis i.a" ei*'L,.ri diminta aaupuntidak; dar
c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk nelakukan peninjauandi lapangal bila diperlukan.

(1) Keputusan Maietis Kode Erik_diambil melalui musyawarah dan mufakat;(2) Daram hal musyawarah -rr"r."t ".-u"lJ"'"""-ji,i#"ij i.a. ayat (1) tidak.^. tercapai, maka keputusan diambil dene!11 """." ,""-r_--,]i.'(3) Anssota Majetis Kode Efik y;t;'d';';il"-;"t'ffi; purusan sidans,membuat pemyataan yang aituanitao-a"r"_ #ir. 
"".11ta".g.

Pasal 18

Pasal 19

BAB VU
IIAI( DAII IIBWA.'IBAN

TERLAPOR, PELAPOR/ PENGADU, DAIT SAXSI
Pasal 20

(1) Terlapor berhak:
a. mengetahui susunan keanggotaan Majeiis Kode Etik sebelum pelaksanaansrdang;
b. menerima salinan berkas laporan/ pengaduarr baik sendiri-sendiri maupunbersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari kerla sebelumsidang;

Pa3al 21

(1) Pelapor/ Pengadu berhak

(1) Sidang Majelis Kode Etik *g-p dilaksarakan tanpa dihadiri oleh terlapor
,^, :etelal dip.lgSit secara sah 2 (dua) kali b;;uru_-t_;i; -*-(zJ rangg an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara

iXiXt 
ot"tel-t pertama dan surat panggilan u".it,itt y^ ""?*i z (tujuh) hari

O ilftrfl#fl:T#t#: "*o -emberikan putusa! sidans wataupun terlapor
(4) Keputusan Majelis Kode'Erik bersifat final.

. mengajukan pembelaarr;
. mengajukan saksi datam proses persidangan; dan
. menenma salinan putusan sidang 3 (dgd h*i kerja setelah keputusandibacakal;

(2) Terlapor berkewajiban:
a. memenuhi semua panggilan;
b. menghadiri sidang;

" [."Jj"J',il: 
semua pertarvaar v8ng diajukar oleh Ketua dan anggota Maieris

d. memberika:.r keterangan untuk memperLanca:- jalannya sidang Majelis KodeEfuK;
e. menaati semua ketentuan yang dikelua:.kan oleh Majelis Kode Etik; darf. berlaku sopan.

c
d

a. mengetahui tindak laniut laooran/ pengaduan yang disampaikar;b. mengajukan sal<si dalam prose" ft;i;il;;;;'ii'*""*
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. c. mendapatkan salinal berita acara pemeriksaan.
(21 Pelapor/ Pengadu berkewajiban ;

a, memberikan identitas secara jelas;
b. memberikan laporan/ pengaduan yang dapat dipertanggungiawabkan;
c. menjaga kerahasiaan laporan/ 

- 
pen-gaduan j,.rrl-EJ.rnp" ..r, t"p"a"pejabat yang berwenang;

d. memenuhi semua panggiLan;
e. memberika.n keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majetis KodeEtik; dan
I menaati semua ketentuan yang dikeluar.kan oleh Majelis Kode Etik.

Prre,l22

Salsi berkewajiban:
a. memenuhi semua panggjla-n;
b. menghadiri sidang;

: :::J:'5-b^=Ty-l pertanyaan yans diajukan oleh Majelis Kode Etik;(.l. memDeru<an keterangan vang benar sesuai dengin yang diketahui tanpadikurangi maupun ditambah;
e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode EUk; danf. bersikap/ berperilaku sopan.

Pasal 23

(1) Dalam hat tidak terbukd adanya pelanggaran Kode Etik, UajeUs Xode etil< /dapat merekomedasikan sanksi- moral uiE p"r"p"7 p."ilii-t"i:"jlii""'u"12
yang berwenang.

(2) Penjatuhan sanksi moral bagi pelapor/ pengadu ditetapkan sesuai denganPeraturan Bupati ini.

BAB VIII
sArx.st

#ffi:t
Pasal 24

llf lllS.fanS metatukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
tz, DanKsr moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan
,^. !i"r."gt " oleh pejabat pembina Kepeiaw"j"; ' ' - -:-
(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud p,-ada ayat {1) berupa:

a. pernyataan secara tertutup; atau
b. pemyataan secara terbuka.

(4) 
1."_TI1q= serara rcrtutup 

.sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

l1ffi lit'Ifl is]-JIH,rffi Xffi ,:.11t619"*itJ#f .lilJisyarat pangkat pejabat serta tidak boleh teUitr renaafr a".i ellS jiljbersangkutar.
(5) Pemyataan secara terbuka s€legeirnans dimaksud pada ayat (3) huruf b olehPejabat yang berwenang atau eelauat tatn yang Jit",iirtiJr.rri ,a. rorum pertemuan r€smi pNS;

b. Upacara bendera;
c. Papal pengumuman.

(6) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harusdisebutka:r jenis pelanssaran kode eui yang dit.k"k"";J;ns:i[ tv, I rq u'



(7) Pejabat sebagaimana dimalsud pada ayat (2) dapat mendelegasikan
w€wenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejab;t laindilingkungnnya sekurang-kurangnya piiabat - strutiurj eselon Iv danpangkatnya minirnal sama dengan pNS yang diperiksa.

Paral 25

fltls y?.g melakul<an pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moralsebagaimana dtnaksud datam pasal 24, dapat dikenakan tl"aaf.a' administratifsesuai dengan keketentuan peraturan pe.u"a"rrg_urra.rrg"., 
-a*" 

rekomendasiMajetis Kode Etik.

10

Paragraf 2
Sankrl Admlnlrtrasl

Panl 26

BAB X
PENGEITDALIA.IT DAN PEI{GAWASAIT

paral 28

BAB XI
PEIIEIAYAAX

Paral 29

BAB XII
XTLEI{CKA.PAJT A.DUIIIISTRASI PEI{EGAXAIT KODE EflI<

Pasal 30

Sarksi Administrasi diberikan berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etikdan sesuai ketentuar peraturan perurrOarrg_rlrra"rr!", . 

_-- -* ' '

\-

IGPuTI,SAIT Mils KoDE ETIK
Pasal2T

(1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa pNS
disar gka melanggar Xode ttik.

(2) 
l:aa-ielis 

Kode Etik mengambil keputusan setetah pNS yang bersargkutankesempatan membela d i ri
(3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.(4) Dalam hal musyawarah *"r*"t 

".-u"g;;;;7iir,'^?fi,i'rlo" .ru, tsttercapai, mat<a keputusan diambit dengL ";; i;il;;;..'(5) I(eputusar Majeti; Kode Edk bersifat fi;al

yang

^'rJ

Pelaksanaan, Pengendalian dan pengawasan Kode Etik dilal<ukan oleh perangkatDaerah yang membidaagi manajemen pNS.

semua biaya yang timbul sebagei akibat ditetapkannya peraturan Bupati inidibebankan pada APBD Kabupaten Tala Toraja. '--- '-'* ' ""

Kelengkapar administrasi Denegakan_ K_ode Etik sebagaimana tercantum padaj-.ampirarl I, Lampiran II, t€mpfan uI, Lampiran fV, L.--;;; V, Lampira.n VI_Lampiran VIt, t^ampiran vlu, oan I_ampiran i-p;;;;;;6,;;ft i.ifrrr* ,r,
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diunda-ngkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Ikbupaten Tana Tora-ja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 30 Desember 2O17

TAXATORAJA, /r!

BIRING AE

Diundangkan di Malale
pada tanggal 30 Desember 2017
Plt, DAER.AII KAAUPATEN TAITA TORA.'A,

SE![UEL BURA

BER]TA DAERAII XABI'PATEIT TAIIA TORA.'A TAHUN 2017 NOMOR 43

I

BAA XIU
KETEITTUAIT PEITUTI'P

Pa.d 31
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LAPORAT/ PE GADUA.IT LISAI{
rOUOR 3

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANA TORA"IA
NOMOR : 41 TAHUN 2017
TANGGAT : 30 DESEMBER 2017
TENTANG: KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPILDI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN TANA TORAJA

IDENTITAS PEI,APOR

Nama

NIP

Pangkat/ Golongal
Jabatan

Unit Ke$a

IDENTITAS TERLAPOR

Nama

NIP

Pangkat/ Golongan

Jabatan

Unit Keda

Nama, Alamat Saksi :

1.

2.

lsi l,aporar :

Demikiaa laporan ini dibuat dengan sebenamya di

Pegawai Penerima l^aporan

Makale

Pelapor
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LAPORAIT/ PEITGAI'UA.IT TTRTT'LIS
trOMOR:

IDENTITAS PELAPOR

Nama

NIP

Pargkat/ Golongan

Jabatsn

Unit Kerja

IDENTITAS TERIAPOR

Nama

NIP

Pangkat/ Golongal
Jabatan

Unit Kerja

Nama, Alamat Saksi :

1

2

Isi l,aporan :

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnva di

Makale

Pelapor
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KOP SURAT

SI'RAT PEMAITGGILAIT
louoR:

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama
NIP.

Pangkat/Golongan

Jabatal
Unit Kerja

Untuk menghadap kepada :

Nama
NIP.

Pangkat/ Golongan

Jabatan

Unit Keda

Pada

Hari
Talggal

Jam
Tempat

Demikian untuk dilaksanakan.

Makale

Untuk diperiksa/ dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan petanggaran
kode etik berupa...........

(Kepala BKPSDM/pejabat Struktural
yang membidangi Kepegawaian
ditingkat Perangkat Daerah)

Tembusan:

1

2

NIP



1

2

\-, 1

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

15

(KOP SURAT / NOTA DINAS)

RAHASIA
Satu berkas
UsuLan Pembentukan Mqielis Kode Etik

Yth. (Bupati Tana Toraja/Kepala perangkat Daerah)
di ..................

Rujukan :

laporan/ pengaduan No.

. Sehubungan dengan laporan/pengaduan tersebur di atasbahwa Nama Nlp
, kami berpendapat

Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit
Keda.. diduga tel,ah melal<ukan pelanggaran Kode Etik3. Berdasarkan ketentuar Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun

tentang Kode Etjk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tana Toraja, diusulkan pembentukan Majelis Kode Etik untuk
melakukan pemeriksaar lebih lanjut terhadap pelanggaran dimaksud.

4. Demikian untuk menjadi periksa.

(Kepala BKPSDM/ Pejabat SEuktural
yang membidangi Kepegawaian

ditingkat Perangkat Daerah)

NIP

Tembusan;

2. ....

TANATOR J,-,o

t
A"r o

o
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 41 TAHUN 2017
TANGGAL : 30 DESEMBER 2017
TENTANG: KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINOKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANA TORA.IA

KOP SURAT

KEPT'TUSAIN (BI'PATI/ BEPAIA PERAITGI$T DAIRAII}
I{OUOR ...... TArruN ........

TEITTAITG

PEMBENTUXAN MA'EI.IS KODE ETII( PEGAWN NEGIERI SIPEDI (LIIIGKUITGAN PEUERIINAII I{ABI'PATEI{ TAITA TORA^'A /
PERAIIGXAT DAERAH)

(BI'PATI TAITA TORA'A/KEPALA PERAITGXAT DAERAJII,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksalakan Ketentuan pasal ..... ayat (.....)
Peraturan Bupati Nomor ........ Tahun ....... tentang KodeEtik pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemlrintah
Kabupaten TaIa Toraja perlu membentuk U-a.jets fode etik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu ditetapkan dengan Kepuiusan Bupati Tana
Torqia/Kepala perangkat Daerah Kabupaten Tana ioraja.

Mengingat 1. Und€ng-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negarai

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2OO4 tentang
P-embinaan Jiwa Korps dan Kode Etjk pegawai Negeri Sipii(Lembaran Negara Republik Indonesia tJun ZOOI f,forn'".
142, Tambahan Lembaran Negara RepubLk Indonesia Nomor
44s0);

3. Peraturan Pemerint€h Nomor 53 Tahun 20lO tenrano
Disiplin. Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republili
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tamban_-an fembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 513S);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tenta:rg

Manajemen-Pegawai Negeri Sipil (lembararr Negara Republii
Indonesia Tahun 2O17 Nomor 63, Tambahan tembarao

_ Negara Republik Indonesia Tahun 2O1Z Nomor 603Z);
5. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor ..... Tahun....., tentals

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintali
I(abupaten Tana Torqia;

6. Dst.

Memperhatikal : l.Laporan/pengaduaa
2. Surat/Nota Dinas ....

perihal Usulan pem
Negeri Sipit;

....... Nomor ........
bentukan Majelis

........,.......;
...Talggal
Kode Etik Pegawai
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Salinal disampaikan

: KEPUTUSAN BUPATI TANA ToRAJA/PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PEMBENTUKAN
MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA
TORA"'AIPERANGKAT DAERAH.

: P-embentukan Majelis Kode Etik pegawai Negeri Sipil Di(Lingkungan pemerintah Kabupaten Tana Toraji / peringtat
Daerah), dengan susunan keanggotaan 

""tag"i-rru tlo&utpada l,ampiran Keputusan (Bupiti/Kepata opi) ini.

: Tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
adalah:
a. melakukal persidangan dan menetapkan jenis pelaaggaran

Kode Etik;
b, membuat rekomendasi pemberian sanksi mora_l dantlndakan administratif kepada pejabat yang berwenans: dan
c. menyampaikan putusan sidang Majeli; kepada pejabii yang

berwenang.

: Dalam .melaksanakan Tugas Majelis sebagaimana dimalsudpada Diktum KEDUA, MajAis berwenang untuk;
a. memanggil pegawai untuk didengar Leterangannya sebagai

terlapor;
b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna

kepentingan pemeriksaan;
c. mengajukan perLanyaan secara langsung kepada TerlaDor

dan Saksi mengenai sesuatu yang a[*r"-r."" l.*-u"itJi"1,
. denBan dugaan petanggaran yangl ;kukar,.l.h t.;;;;;*
d. me.mytyska:nlmenetapkan terlapor terbukti atau 

' 
ti;ak

terbulcti mela_kukan pelanggaran; dan
e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti

melal<ukal pelanqgaran Kode Etik; au, 
^.r"f.1."""a."-lt rr

sanksi moral dan tindakan administratif.

Majelis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
meliaksarralan kewajiban tersebut dahm pasal..._.pe;;tu;;
Bupati 'Iana Toraja Nomor ... . Tahun .... Tentang K;;;fik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Xabupat
Tana Toraia.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada targgal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tamggal

Bupati /Kepala Perangkat Daerah,

1

2

kepada Yth.:



LAMPIRAN KEPUTUSAN
DAERAH
NOMOR :
TANGGAL :

TENTANG :

18

BUPATI TANA TORA"IAI KEPALA PERANGKAT

41 TAHUN 2017
30 DESEMBER 2017
PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI (LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANA TORA"IAIPERANGKAT DAERAH).

Bupati /Kepala Perangkat Daerah,

TAITA TORAJA, a

At {'

SUSI'NAI{ X|EANGCTOTAAI{ UA.'II,IS KODE ETIX PEGAWAI I{EGERI SIPEDI EI{GKUI{GAII PTUERII{TAII XABI'PATEIT TANA TORAI'A/
PERAITGIGT DAERAIII

BIRING

NO NAMA/NIP JABATAN KEDUDUKAN
DALAM MAJELIS KETERANGAN

1 4 5
1

Ketua
Meralgkap

2
Sekretaris
Merangkap

3
Anggota

4
Anggota

Anggot,'

2

Jlt
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I,AMP^IRAN III PERATURAN BUPATI TANA TORA"'ANOMOR : 41 TAHUN 2O1Z
TANGGAL : 30 DESEMBER 2O1Z
TENTANG: KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPILDI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN TANA TORA.IA

Pada hari ini
1. Nama

NIP

KOP SURAT

BE,RITA ACARA PEUERIIGAAX
rOUOR I

tanggal ........ bulan ........ tahun ........ saya/Majelis *

Ketua

Sekretaris

Majelis Kode Etik :

1. Nama :

NIP :

Jabatan :

Tanda tangan :
2. Nama :

NIP :

Jabatan :

Tanda tangan :

3. dst

Pangkat / Gol.Ruang :

Jabatan
2. Nama ,NIP :

Pargkat / col.Ruang :

Jabatan
3. dst.

wewenang ya-ng ada pada saya/ Surat Perintah telahpemeriksaan terhadap
Nalna
NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Keda

Karena yalg bersalrgku tar diduga telah melal<ukan pelanggaran terhadaketentuan Pasal angka huruf Peraturar Bupati Tana Toraja
p

Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di LingkunganPemerintah Kabupaten Tana Toraja.1. Pertanyaar ;
Jawaban :

2. Pertanyaal :

Jawaban :
3. dst

\_ -, Demikian Berita Acara
sebagaimana mestinya,

Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunalan

Yang diperiksa :
Nama :
NIP :

Tanda tangan :

&

fi TAITA TOR.EJA,

Berdasarlcan
melalukan

w



XEPUTUSAIT MA.'ELIS KODE ETIX (BUPATI TA.f,A TORAJA /
PERAIIGKAT DAERAHI --'

IrouoR ...... TArru[ ........

20

pelanggaran atas nama .
2. Surat-surat ]ain yans

tersebut;

I..{YP^IEAN IV PERATURAN BUPATI TANA TORAJANOMOR : 41 TAHUN 2017
TANGGAL : 30 DESEMBER 2Ot7
TENTANG: KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPILDI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN TANA TORAJA

KOP SURAT

TENTANG

1. Laporan/pengaduan nomor tanggal mengenai

bahwa untuk mel,aksa.nakan Ketentuan pasal .......... avat f2tP€raturan Bupati Tana Toraja Nomor . . 
-T.h;; 

.. . ,?#liJ
5f: E* pesawai Neseri Sipl at r.i"gr.u,i."*'p;rn.';#f
Kabupaten Tarta Torqja perl u membent;k Ma:ets K;;-;;;'
1. Undang-Undartg Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara;
2. Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2OO4 tentansP_embinaan Jiwa Korps dan Kode Etik i.;;;i._;;'S;ti

(T:bT-. *:e"* Ripubri k r naonesta r.ai]"r nf oo? i,i#:;r5z, I €unDaian Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 4450);
3. Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2OtO tentansDisiplia pegawai Negeri Sipit lr_.-Uar." t"!i"" il;;iitl:Indonesia Tahun 2O1O Nomor 74, TambahL k;i;;
, Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
+. Peraturan pemerintalr Nomor 1l Tahun 2Ol7 tentansMan4jemen pegawai Negeri Stp i;;b*; i;;;:Republik Indonesia ranu" zo r z' ll"-oi-ts, 

*r;i'.ffi;
Irmbaran Negara Republik Indonesia T"hr" iOIT N;;;;6037);

5. Peraturan Bupati Tana Torqja Nomor ..... Tahun......

- [#ffi,ffo,i i$,ff',X?.,ffif; sipir ii u"!r'i"e"'
6. Dst-

. PIrN'SAIT SIDIIITG UAJELISMAJELTS r(oDE E[II( PEGAVAI IIEG-ERI siprt (p;reRIIrTAH xABITpATEnTAITA TORAJA/ PERAXGTAT bAERAIIi, 
-.-.

Menimbang

Mengingat

Membaca

berhubungan dengan perkara
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MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Terlapor :

Nama

NIP

Pangkat/ Gol.Ruang

Jabatsn

Unit Kelja

Terbukti telah melakukan p€langgaran Kode Etiksebagaimana diatur dalam pasal ..... piiaturan g"p"ai Tr.;Toraja Nomor ..... Tahun ..... tentang Kode Etik pesawai
Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah X"Uupat""'iar,"
r oraja.

: Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud oarieDiktum KESATU, maka rekomendasi: - '---

Keputusar Bupati / Kepala perangkat Daerah ini muLai
oerlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ......
pada tanggal .......

Ketua,

^roR,'rLah
a
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LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TANA TORA"IA
NOMOR | 41TAHV 2Ol7
TANGGAL : 30 DESEMBER 2017
TENTANG: KODE ETIK PEOAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNCAN PEMEzuNTAH
KABUPATEN TANA TORAJA

SURAT PAXGIGILAI{
NOMOR;

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama

NIP

Paflgkat

Jabatan

Unit Kerja

untuk menghadap kepada M4jelis Kode Etik, pada :

Hari

Tanggal

Ja.rn

Tempat

untuk diperiksa dan dimintai keterangan
pelanggaran kode etik terhadap ketentuan ...--...

Demikia:r untuk dilaksanakan.

sehubungan dengan dugaan

Ketua/ Sekretaris,

TAtrATORAJa,, (4

NIP
Tembusan Yth :

1

2
a

P
J

n

t,
AE
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LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI TANA TORA^IANOMOR : 4i TAHUN 2017
TANGGAL : 30 DESEMBER 2017
TENTANG: KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPILDI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KAE}UPATEN TANA TORAJA

BERITA ACARA PETUERIXSAAN

Pada hari ini ...........tan99a1.........bulan....... Tahun.... Majelis Kode Etik pegawai
.tanggal.......,masing-masing.Negeri Sipil berdasarkan Keputuaar Nomor

1. Nama
MP
Pairgkat
Jabatan
Unit Kerja

2. Nama
NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja

3. Nama
NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Keqa

melakukan pemeriksaan terhadap :
NaIna
NIP
Pa]lgkat
Jabatarl
Unit Keda

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etikketentuan
1. Pertanyaan:

2. Pertanyaan

Jawaban :

3. dst.

4. dst.

Jawaban :
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Demikian Berita Acara Pemeriksaan
sebagaimana mestinya.

ini dibuat untuk dapat digunakan

Yang diperiksa :

Nama
NIP
Tanda tangan
Catatan

Majelis Kode Etik :

Ketua
NaJna
NIP.
Tanda tangan

Sekretarla
Nar:na
NIP.
Tanda targan

Anggota
1. Nama :

Tanda tangan :

2, Nama :

NIP. :

Tanda tangan :

3. dst

ATORA,TA, (b

tBIRING AE
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I4UP-IBAN VII PERATURAN BUPATI TANA TORAJANOMOR : 4l TAHUN 2017
TANGGAL : 30 DESEMBER 2O17
TENTANG: KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPILDI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN TANA TORA.IA

PEITYAIIPAIAf, REKOUEITDASI UAJELIS KODE ETIT PEGAWAI IIBGTRT SIPIL
Kepada

Yth. ....,
di

1

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bersama ini ka@i sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut :
Pada hari ini ...... tanggal ...... Majeus Kode Etik telah memeriksa saudara :Nama .

NIP

Pangkat

Jabatan

Unit Kerja : ..

melargga-r ketentuan ... .......yaitu
2) dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang

undangan.

3. Demikian rekomendasi lnl disampaikan, untuk digunakan

sanksi

Pegawai

moral,

Negeri

sebagaimana

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti
melakuka:r perbuatar yang melanggal ketentuan .,....,,.... berupa

Berdasarkan Sidang Mqielis Kode Etik pada hari ............ tanggal
Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa pNS yang bersangkutan untuk :
perundang undangan.
1) dijatuhi sanksi mora_l berupa pemyataar secara tertutup/terbuka karena

2. Sebagai bahan dalam menetapkan Keputusar penjatuhan
bersama ini kami Iampirkan Berita Acara pemeriksaan
Sipil/Perangkat Daerah ............... yang bersangkutan.

mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang_undangan.
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Ketua

NIP

Sekreta-ris

NIP

Tembusan Yth :

1. ......

2.......

TORAI'A, b

I
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I,.IMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI TANA TORA.IA
NOMOR : 41 TAHUN 2017
TANGGAL : 30 DESEMBER 2017
TENTANG: KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANA TORAJA

TEPUTUSAN

Menimbang

Mengingat

ltoMoR .............

TENTAI\IG

PEN.'ATUIIAN SAIiIKSI MORAL

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU Menyatalan Saudara :

Narna

NIP

Pangkat

Jabatan

Unit Kela

: a. balwa dengan Keputusan ........ Nomor..,. ... tangga.l .... telahdibentul( Majelis Kode Etik pegawai t"g.ri Sipii ,"tutmemeriksa dugaan pelanggaran kode etik yaig Oif"fiui.an-ofensaudara ........ NIp ......... jabatan ...........unit t<ina .............b. bahwa rekomendasi -Majelis 
Kode Ertr;--tan-;;.. " '

saudara........ terbu kti melaku kan_ p.ru""t rl""g _?irrgg",ketentuar dan memutuskan untuf. 
'. 

. ... ... - .; 
-

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a dan huruf u pla, -.i&rpr.f.i K;;;;*"penjatuhan salksi moral kepadi saudara . .... v*g. ["Lo"pemyataan tertutup/terbuka;

: 1. Undang-Undang Nomor 5 ?ahun 2014 tentarg Aparatur SipilNegara;
2. Peraturan pemerintah Nomo-r 

_ 
42 Tahun 2OO4 tentangPembinaan Jiwa Koms rtan Kode edk eega*al- I,teg.;'iipit

!Ie1bar. an Negara Republik r"ao"""iriJri-)06+ r.,.fi"',. ior,
" ITl9."ts*b3ran N-e_cara R:pubrik rnd;;;; N"*..i+iol,J. peraturan pemerinuh Nomor 53 Tahun 2010 t"r,tare OlsirlnPesawai Negeri Sipil (Lemba_ran N"s-" G;;ii;'i, jrii"i.

l*^11-?919r:-or7_4,rambahaniJ-u".""'rv.g;'iili"irurnoonesla Nomor 5135);
4. Peraturan pemerintair N"Tg.._ 11 Tahun 2017 tentangMaaajemen pegawai Negeri Sipil (trmbaran ft.g*u n.ouifrf.Indonesia Talun 2017 Nomor oS, iamUahan I€;;;;'r(;;
_ Republik lndonesia Tahun 2O I 7 flomor OO.Z)
5. P.eraturan Bupati Tana Toraja Nomor ..... i.tt..lrr...... t".rt r,gKode Etik pegawai Negeri Sipif at f.i"gn"!"" p"_"JJt"r,

Kabupaten TaIa Toraia:
6. Dst.
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terbukti melanggar Kode Etik PNS dan /atau Kode Etik Pegawai
aebagaimara ditentukan dalam Pasal. ........ berupa ...,.,....,........

Ditetapkan di
pada tanggal

NIP

TAITA TORA.'A, 02

BIRING

KEDUA : Keputusan ini Eulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikal kepada yang bersangkutan untuk
diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth :

1
o
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LAMPIRAN IX PERATURAN BUPA?I TANA TORA"IA
NOMOR : 41 TAHUN 2017
TANGGAL : 30 DESEMBER 2017
TENTANG: KoDE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPILDI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN TANA TORAJA

BERITA ACARA PEITTAUPAIAIT SA.ITKAI MORAL
BERI'PA PERITTATAATT SPCARA TERTTTTUP/TERBUIS

telah menyampaikal Keputusan ..... Nomor t€nggal ..,....... tentang
penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara Tertutup/Terbuka yang telah
dibacakan secara terbuka pada tanggal .....,.buIarr. .......tahun...........
ternpa1..............,... dalam acara penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan
Secara Terbuka/tertutup kepada :

Nama

NIP

Pada hari ini .............
Nama

NIP

Pangkat/ Gol. Ruang
Jabatal

Pangkat/ Gol. Ruang

Jabatan

Yang menerima

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Yang menyerahkan

Nama : ..

NIP

Talda tangan

tanggal ....... bular ...... tahun ....... saya :

^TOIrAJ,- 
O

o
il

$

BIRING

Demikian Berita Aca.ra penyampaian Secara Tertutup/Terbuka ini dibuat agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.


